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ABSTRACT

Online SIM service policy, Satpas Colombo Surabaya continues to strive to improve
online SIM services so that urban residents of Surabaya who have very high mobility and are busy
can still extend their SIM through online SIM which can be done at Satpas Colombo, Surabaya
City. The government's commitment to improving public services in Indonesia through improving
governance or reforming the bureaucracy to create good governance by referring to three
indicators, namely Thinking Ahead, Thinking Again, and Thinking Across. This study aims to
analyze the application of dynamic governance in the implementation of public services at the
SATPAS Colombo Office, Surabaya City. This study uses a qualitative method that uses primary
data and secondary data collected through observation, interviews, and documentation. The
results of this study indicate that the Driving License (SIM) service at SATPAS Colombo Surabaya
has shown significant progress through the application of the Dynamic Governance concept,
especially with the use of information technology in the online SIM registration and management
system which increases efficiency, transparency, and accessibility. This innovation is
strengthened by routine evaluation, cross-sector collaboration, as well as proactive leadership
support and employee readiness to face change. However, its implementation still faces a number
of obstacles such as technical disruptions, limited ICT infrastructure in several areas, low digital
literacy among the community, and minimal public involvement in the service planning and
evaluation process.

Keywords: Public Services, Online Driving License, Dynamic Governance.

ABSTRAK

Kebijakan pelayanan SIM online, Satpas Colombo Surabaya terus berusaha
meningkatkan pelayanan SIM online agar masyarakat perkotaan Surabaya yang mobilitasnya
sangat tinggi dan sibuk dapat tetap melakukan perpanjangan SIM melalui SIM online yang
dapat dilakukan di Satpas Colombo Kota Surabaya. Komitmen pemerintah dalam
memperbaiki pelayanan publik di Indonesia melalui perbaikan tata kelola atau mereformasi
birokrasi untuk menciptakan good governance dengan mengacu pada tiga indikator yakni
Thinking Ahead, Thinking Again, dan Thinking Across. Penelitian ini bertujuan untuk
menganalisis penerapan dynamic governance dalam pelaksanaan pelayanan publik di Kantor
SATPAS Colombo Kota Surabaya. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang
menggunakan data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui observasi,
wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menujukan bahwa pelayanan Surat Izin
Mengemudi (SIM) di SATPAS Colombo Surabaya telah menunjukkan kemajuan yang signifikan
melalui penerapan konsep Dynamic Governance, khususnya dengan pemanfaatan teknologi
informasi dalam sistem pendaftaran dan pengurusan SIM secara online yang meningkatkan

2699 | Volume 7 Nomor 9 2025


http://www.ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/pai
http://www.ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/pai
http://www.ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/pai
http://www.ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/pai
http://www.ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/pai
http://www.ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/pai
http://www.ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/pai
http://www.ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/pai
http://www.ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/pai
http://www.ejournal.iainu-kebumen.ac.id/index.php/pai
http://issn.lipi.go.id/issn.cgi?daftar&1554089628&1&&
http://issn.lipi.go.id/issn.cgi?daftar&1551819093&701&&
https://journal-laaroiba.com/ojs/index.php/reslaj/8638
mailto:Solehimamm1@gmail.com1
mailto:didarahma@untag-sby.ac.id2
mailto:adisusiantoro@untag-sby.ac.id3
mailto:adisusiantoro@untag-sby.ac.id3

igiow Zducation Social law Reiba Jourwal

Volume 7 Nomor 9 025) 2699 - 2710 P-ISSN 2656-274x E-ISSN 2656-4691
DOI: 10.47476/reslaj.v7i9.8638

efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas. Inovasi ini diperkuat dengan evaluasi rutin,
kolaborasi lintas sektor, serta dukungan kepemimpinan yang proaktif dan kesiapan pegawai
dalam menghadapi perubahan. Namun, implementasinya masih menghadapi sejumlah
kendala seperti gangguan teknis, keterbatasan infrastruktur TIK di beberapa wilayah,
rendahnya literasi digital masyarakat, serta minimnya pelibatan publik dalam proses
perencanaan dan evaluasi layanan.

Kata kunci: Pelayanan Publik, SIM Online, Dynamic Governance.

PENDAHULUAN

Kota Surabaya telah mengalami beberapa perubahan dalam pelayanan
publiknya, khususnya dalam penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP). Satpas
Kolombo Surabaya yang berada di bawah naungan Satuan Lalu Lintas Kepolisian
Daerah Surabaya adalah salah satu contohnya. Satpas Kolombo Surabaya terus
berupaya meningkatkan mutu layanannya, khususnya dalam hal pengurusan Surat
[zin Mengemudi (SIM). Praktik percaloan dalam proses pembuatan SIM baru di Satpas
Kolombo Surabaya semakin marak seiring berjalannya waktu. Satpas Kepolisian
Daerah Surabaya pun menanggapi hal ini dengan meningkatkan upaya untuk
menghilangkan calo dalam proses pengurusan SIM di Satpas. Untuk membatasi
migrasi calo yang kerap memberikan layanan dengan klaim yang berlebihan, langkah
ini diterapkan secara bertahap. Satpas Kolombo Surabaya mulai menerapkan
mekanisme pembuatan SIM secara daring sebagai solusi atas permasalahan ini
dengan upaya agar prosedur menjadi lebih terbuka dan bertanggung jawab.

Kebijakan pelayanan SIM online, Satpas Colombo Surabaya terus berusaha
meningkatkan pelayanan SIM online agar masyarakat perkotaan Surabaya yang
mobilitasnya sangat tinggi dan sibuk dapat tetap melakukan perpanjangan SIM
melalui SIM online yang dapat dilakukan melalui Samsat Colombo Kota Surabaya.
Komitmen pemerintah dalam memperbaiki pelayanan publik di Indonesia melalui
perbaikan tata kelola atau mereformasi birokrasi untuk menciptakan good
governance. Good governance menjadi usaha pemerintah untuk mewujudkan
kehidupan masyarakat yang berkembang lebih baik, melalui seperangkat kebijakan
publik maupun program yang dilakukan oleh lembaga pemerintah yang adil,
transparan, akuntabel, partisipatif, responsif, serta dikelola dengan efektif dan efisien
serta dinamis. Kemampuan dinamis terdiri dari tiga langkah, yaitu berpikir ke depan
(Thinking Ahead), berpikir ulang (Thinking Again), dan berpikir lintas (Thinking
Across).

Pendekatan Dynamic Governance yang menekankan nilai fleksibilitas,
kemampuan beradaptasi, dan integrasi lintas sektor dalam menangani berbagai
masalah global yang kompleks dan terus berkembang, telah muncul sebagai salah
satu gagasan utama dalam studi tata kelola kontemporer. Kekurangan model tata
kelola tradisional yang sering kali tidak fleksibel dan kurang peka terhadap dinamika
sosial, ekonomi, dan lingkungan menyebabkan diperkenalkannya strategi ini. Strategi
yang dikenal sebagai "tata kelola dinamis" memberi penekanan kuat pada pemikiran
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lintas sektor, pemangku kepentingan, dan disiplin ilmu. Hal ini berupaya
mengembangkan kebijakan yang lebih inklusif, komprehensif, dan mampu mendekati
berbagai isu dari sudut pandang yang lebih luas. (Atrika, 2025).

Untuk dapat berinovasi dan memecahkan berbagai permasalahan, serta
menumbuhkan pola pikir kepemimpinan yang berwawasan ke depan dan imajinatif,
lembaga publik harus mengadopsi konsep dynamic governance. Untuk mewujudkan
tata kelola yang dinamis, sejumlah tantangan yang terjadi di lembaga pemerintah,
khususnya dalam proses pengurusan Surat Izin Mengemudi (SIM) di SATPAS
Colombo Kota Surabaya, perlu dicermati secara saksama. Tata kelola ini diharapkan
dapat meningkatkan budaya perusahaan dan meningkatkan standar pelayanan
kepada masyarakat. Lebih jauh, penerapan gagasan ini dalam praktik akan
meningkatkan efisiensi, memaksimalkan waktu pelayanan, dan membuat birokrasi
lebih tanggap terhadap berbagai permasalahan masyarakat. Melalui program kerja
Polrestabes Surabaya dan program SIM daring, SATPAS Colombo berupaya untuk
meningkatkan pelayanan. Tujuan dari program ini adalah agar pengelolaan SIM
menjadi lebih mudah, cepat, dan transparan, baik secara online maupun secara
langsung..

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan dynamic governance
dalam pelaksanaan pelayanan publik dengan mengeksplorasi berbagai fenomena
yang menjadi sumber permasalahan, baik dari aspek internal maupun eksternal, di
Kantor SATPAS Colombo Kota Surabaya. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat
menjadi bahan evaluasi untuk mendorong perbaikan terhadap berbagai kekurangan
yang masih ada dalam proses pelayanan. Salah satu karakteristik utama dari dynamic
governance adalah adanya birokrasi yang mengimplementasikan manajemen kinerja
secara efektif dan berfokus pada pencapaian hasil, yang didukung oleh penggunaan
sistem berbasis teknologi elektronik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang dilakukan di
Satpas Colombo Kota Surabaya. Dalam penelitian ini difokuskan untuk melihat
bagaimana Pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Satpas Colombo berdasarkan
konsep Dynamic Governance, dimana untuk menjaga batasan penelitian ini digunakan
tiga indikator utama yakni, Thinking Ahead, Thinking Again, dan Thinking Across. Data
yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari sumber data primer dan sekunder.
Metode pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis
data dilakukan melalui tahap pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan
penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini berdasar pada teori-teori dan gagasan yang dikemukakan lebih
dahulu oleh para ilmuan sebelumnya, adapun teori yang digunakan dalam penelitian
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ini adalah Teri Dynamic Governance dan mengacu pada Administrasi publik serta
pelayanan publik oleh pemerintah. Untuk dapat memperjelas isu yang diangkat oleh
penulis, perlu diketahui bahwa yang dimaksud dengan Administrasi Publik, yaitu
cabang ilmu sosial yang secara khusus mempelajari bagaimana pemerintah
merancang, mengelola, dan menyelenggarakan berbagai fungsi administratif guna
menjalankan roda pemerintahan secara sistematis dan terstruktur. Fokus utama dari
teori ini adalah menciptakan tata kelola pemerintahan yang mampu mendorong
tercapainya efisiensi, efektivitas, serta transparansi dalam penyediaan layanan publik
kepada masyarakat. Dalam konteks ini, administrasi publik tidak hanya berperan
sebagai instrumen pelaksana, tetapi juga sebagai penghubung yang krusial antara
kebijakan yang dibuat oleh otoritas pemerintah dengan implementasinya di
lapangan. Dengan kata lain, administrasi publik menjadi mekanisme yang
memastikan bahwa keputusan-keputusan politik yang telah dirumuskan dapat
diwujudkan secara nyata melalui tindakan administratif yang tepat, terukur, dan
bertanggung jawab.

Salah satu teori pendukung yang juga memiliki peran penting dalam studi
administrasi publik adalah teori birokrasi yang dikembangkan oleh Max Weber. Teori
ini menjadi landasan utama dalam memahami bagaimana struktur organisasi
pemerintahan seharusnya dibentuk dan dijalankan. Weber menekankan perlunya
sistem birokrasi yang ditandai oleh struktur yang hierarkis dan terorganisasi dengan
baik, keberadaan aturan dan regulasi yang ketat, serta penerapan prinsip
profesionalisme dalam pelaksanaan pelayanan publik. Dalam kerangka ini, pegawai
negeri diharapkan memiliki kompetensi yang tinggi, bekerja sesuai dengan prosedur
yang telah ditetapkan, serta mampu menjaga netralitas dengan menghindari
pengaruh kepentingan pribadi maupun tekanan politik. Pendekatan ini menekankan
pentingnya kerja sama lintas sektor untuk mencapai efektivitas dalam perumusan
dan implementasi kebijakan publik.

Pada proses administrasi publik dibutuhkan adanya pelayanan publik, yang
merujuk pada serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh lembaga atau instansi yang
dibentuk oleh pemerintah, dengan tujuan menyediakan berbagai bentuk layanan,
baik berupa jasa maupun produk, kepada masyarakat. Layanan ini diselenggarakan
sebagai bentuk tanggung jawab negara dalam memenuhi kebutuhan dasar warga
negara yang tidak dapat sepenuhnya disediakan oleh sektor swasta. Dengan
demikian, pelayanan publik hadir sebagai mekanisme resmi yang dirancang untuk
menjamin terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam berbagai bidang, seperti
administrasi, pendidikan, kesehatan, dan keamanan, yang keberadaannya
bergantung pada peran aktif pemerintah sebagai penyedia utama layanan tersebut
(Sinambela, 2011).

Setiap penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh instansi
penyelenggara wajib memenuhi standar pelayanan sebagai bentuk jaminan dalam
memberikan pelayanan tanpa adanya diskriminasi. Menurut Peraturan Menteri PAN-
RB Nomor 4 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan
Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2022 Tentang
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Pemantauan Dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik,
mendefinisikan standar pelayanan yaitu tolak ukur yang dipergunakan sebagai
pedoman penyelenggaraan pelayanan serta sebagai dasar penilaian kualitas
pelayanan yang dijanjikan oleh pihak instansi penyelenggara yaitu pemerintah
kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah,
terjangkau, dan terukur.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teri Dynamic Governance.
Dinamisme (dynamism) mengacu pada suatu keadaan yang ditandai oleh munculnya
berbagai gagasan baru, cara pandang yang segar, peningkatan berkelanjutan, respons
yang cepat terhadap perubahan, kemampuan untuk beradaptasi secara fleksibel,
serta lahirnya inovasi-inovasi yang bersifat kreatif. Dengan kata lain, dinamisme
mencerminkan sebuah proses pembelajaran yang berlangsung secara terus-menerus,
berlangsung dengan cepat dan efisien, serta mengarah pada perubahan yang bersifat
berkelanjutan. Ketika konsep dinamisme ini diterapkan dalam konteks kelembagaan
pemerintahan, maka hal tersebut merujuk pada proses internal lembaga yang secara
konsisten melakukan evaluasi, penyesuaian, dan pembaruan terhadap sistem,
prosedur, maupun kebijakan dalam rangka menyesuaikan diri dengan dinamika
lingkungan sosial dan ekonomi. Dalam situasi tersebut, dinamisme menuntut
pemerintah untuk mampu berinteraksi secara adaptif bersama masyarakat dan
sektor swasta, sehingga tercipta sinergi yang mendorong efektivitas tata kelola
pemerintahan di tengah perubahan zaman. (Neo & Chen, 2007).

Selanjutnya, seperti yang ditulis oleh Pierre dan Peters (2000:7, dalam
Chhotray & Stoker, 2009), konsep governance digambarkan sebagai sesuatu yang
'notoriously slippery’ atau sangat sulit dipahami secara tegas dan konsisten.
Pernyataan ini menggarisbawahi pentingnya memahami empat prinsip utama yang
menjadi fondasi dalam konsep governance. Salah satu prinsip dasar tersebut adalah
mengenai 'the rules’, yaitu seperangkat aturan yang mencakup norma formal maupun
informal termasuk konvensi, tradisi, dan kebiasaan (customs) yang membentuk
kerangka dalam proses pengambilan keputusan. Aspek ini mencakup pertanyaan
mendasar tentang apa yang harus diputuskan, bagaimana keputusan itu dibuat, dan
siapa yang memiliki kewenangan untuk membuat keputusan tersebut.

Mengacu pada konsep dynamic governance, kapabilitas dinamis suatu
organisasi mencakup serangkaian aspek penting seperti sikap institusional,
pengetahuan yang dimiliki, keterampilan yang dikuasai, serta sumber daya yang
dapat dimobilisasi dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi organisasi secara
efektif guna mencapai hasil yang ditargetkan. Dalam kerangka ini, Neo dan Chen
(2007c) menekankan bahwa organisasi publik yang ingin mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang adaptif dan responsif perlu mengembangkan tiga bentuk
kapabilitas kognitif utama. Ketiga kapabilitas tersebut meliputi thinking ahead atau
kemampuan untuk berpikir secara visioner dan proaktif dalam menghadapi
tantangan masa depan; thinking again, yaitu kemampuan untuk melakukan refleksi
kritis dan evaluasi terhadap kebijakan atau tindakan yang telah dilakukan; serta
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thinking across, yang merujuk pada kemampuan berpikir lintas sektor atau lintas
disiplin dalam merumuskan solusi yang integratif terhadap permasalahan publik.

Dari hasil penelitian dan wawancara penulis dengan Petugas Satpas Colombo
Surabaya, penulis menggunakan konsep dynamic governance untuk mengukur
tingkat pelayanan publik dan menggunakan indikator sebagai pembatas untuk
mengkaji penelitian ini, selain itu indikator tersebut akan memudahkan penulis,
indikator-indikator tersebut yaitu Thinking Ahead (Berpikir Ke Depan), Thinking
Again (Berpikir Kembali), dan Thinking Across (Berpikir Lintas). Adapun hasil
penelitian yang didapat yaitu:

1. Thinking Ahead

Indikator Thinking Ahead dalam kerangka Dynamic Governance merujuk pada
kemampuan suatu lembaga pemerintahan untuk secara proaktif mengeksplorasi
serta mengantisipasi perubahan kebutuhan masyarakat di masa depan. Kemampuan
ini mencakup pemahaman terhadap potensi dampak dari perubahan lingkungan
terhadap operasional organisasi dan pencapaian tujuan strategisnya, serta
perumusan berbagai alternatif kebijakan atau langkah strategis yang dapat
diterapkan dalam menghadapi perubahan tersebut. Dalam konteks perkembangan
teknologi yang sangat cepat, baik masyarakat maupun institusi pemerintahan
dituntut untuk mampu beradaptasi dan memanfaatkan kemajuan tersebut secara
optimal.

Layanan SIM online pertama kali dilaksanakan di Satpas Colombo Surabaya
yaitu pada Tahun 2015, tidak hanya di Satpas Colombo Surabaya. Pelayanan SIM
online serentak dilaksanakan di 47 Provinsi dimana telah dilakukan di masing-masing
Ibu Kota Provinsi. Awal mula dilaksanakannya pelayanan SIM online ialah sebagai
bentuk pemanfaatan dan inovasi dari perkembangan teknologi. Hal tersebut
diungkapkan oleh Bapak Bripka Aipda Okta Pratiadi, S.T selaku Bintara Administrasi
SIM Polrestabes Surabaya:

“Pelayanan pembuatan SIM secara online pertama kali diluncurkan pada tahun
2015 dan diterapkan di 47 provinsi, khususnya di masing-masing ibu kota
provinsi. Pada tahap awal ini, layanan SIM online hanya mencakup proses
administrasi, yang berarti pemohon yang KTP-nya tidak berdomisili di
Surabaya tetap dapat mengajukan pembuatan SIM secara online di ibu kota
provinsi tempat mereka berada. Sebelum adanya layanan ini, pemohon tidak
dapat membuat SIM di luar domisili yang tertera pada KTP-nya. Sistem ini
berjalan dari tahun 2015 hingga 2019. Kemudian, pada tahun 2020, Korlantas
Polri melalui Satpas Colombo meluncurkan inovasi baru berupa aplikasi Digital
Korlantas. Aplikasi ini difokuskan untuk layanan perpanjangan SIM secara
online, sementara untuk pembuatan SIM baru, proses yang dilakukan secara
online masih terbatas pada administrasi, seperti halnya sistem pada tahun
2015
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Selanjutnya menurut Bapak Yonatan Firdaus selaku penerima layanan SIM
online menyatakan bahwa peralihan pembuatan SIM online dari yang semula secara
langsung datang ke Satpas Colombo Surabaya kemudian beralih secara online
memperlihatkan bahwa petugas layanan publik dan juga masyarakat mampu
bersaing di bidang teknologi.

“Kebijakan ini sangat baik karena menunjukkan bahwa kita mampu bersaing
dan beradaptasi dalam perkembangan teknologi. Dampaknya bagi saya pribadi
sangat menguntungkan, terutama dari segi efisiensi waktu. Proses pengajuan
permohonan SIM menjadi lebih praktis dan tidak memerlukan kehadiran
langsung yang memakan waktu.”

Berdasarkan uraian tersebut di atas terlihat bahwa langkah konkret
penerapan prinsip Thinking Ahead adalah digitalisasi layanan publik, seperti layanan
pembuatan dan perpanjangan Surat Izin Mengemudi (SIM) secara daring yang
diterapkan di Satpas Colombo Surabaya. Inovasi ini merupakan bentuk respons
strategis terhadap perubahan teknologi sekaligus upaya untuk meningkatkan
efisiensi, kemudahan akses, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat Perubahan
tersebut berdasarkan kebutuhan dan perkembangan teknologi dalam Masyarakat.
Pembacaan Satpas Colombo Surabaya akan kebutuhan Masyarakat dalam memenubhi
kewajiban terhadap kepatuhan berkendara telah berjalan dengan baik.

2. Thinking Again

Indikator selanjutnya untuk mewujudkan konsep Dynamic Governance dalam
pelayanan SIM online di Satpas Colombo Surabaya ialah Thinking Again. Pada
prinsipnya Thinking Again merupakan bentuk penilaian dan evaluasi dari hasil
Thinking Ahead. Sehingga dalam tahap ini, Satpas Colombo Surabaya dapat menilai
mengenai kebijakan yang telah dilaksanakan apakah telah berjalan dengan baik.
Selain itu, pada tahap ini petugas Satpas Colombo Surabaya dapat mengetahui perihal
kekurangan akan kebijakan tentang pelayanan SIM online.

Evaluasi yang dilakukan oleh Satpas Colombo terkait kebijakan tersebut
Bapak Aipda Okta Pratiadi, S.T mengungkapkan bahwa dalam mengevaluasinya
dilakukan secara berkala yaitu setiap satu bulan sekali:

“Satpas Colombo Surabaya juga mencatat adanya tantangan teknis, seperti
kendala dalam unggahan dokumen atau gangguan sistem, yang masih perlu
diperbaiki. Untuk itu, evaluasi dan perbaikan sistem dilakukan secara berkala,
disertai peningkatan kapasitas petugas dan sosialisasi kepada masyarakat.”

Dari pernyataan di atas dapat diketahui bahwa Satpas Colombo telah
berusaha untuk menerapkan indikator Thinking Again. Selain evaluasi yang dilakukan
oleh internal Satpas Colombo Surabaya, bentuk evaluasi secara eksternal seperti
menerima masukan-masukan dari Masyarakat terkait kebijakan layanan SIM online
juga telah disediakan.
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BSITE SAILANTAS POLRES IABES SURABA)

PROFIL GIAT LANTAS PELAYANAN SIM SP2HP SARAN & PENGADUAN

@ Pendaftaran SIM laila
02-06-2025 01:58
& Materi Uji Praktik saya lagi perpanjang sim online, sudah sampai pada tahap pengiriman, tpi setiap kali pilih jenis pengiriman selalu muncul gangguang
sistem, dan ini sudah saya coba berkali-kali sejak hari sabtu 31 mei 2025 sampai pagi ini 2 juni 2025 masih tetap sama. mohon
bantuannya kak. terimakasih
3 SIM Corner
Anis Fitriana
@ Jadwal SIM Keliling 26.05.2025 06:43
mohon informasinya untuk pernyataan berikut: Kebijaksanaan terbaru dari Korlantas POLRI menegaskan bahwa hasil Tes Psikologi pada
@ Biaya SIM aplikasi ePPsi diakui dan dapat digunakan untuk proses penerbitan SIM secara online maupun secara offine (konvensional). Jika hasil Tes

Psikologi ePPsi Anda ditolak oleh petugas Satpas dengan alasan apapun kecuali Tidak Memenuhi Syarat / tidak lulus tes, Anda dapat
mengajukan keluhan resmi ke Korlantas POLRI dengan melampirkan identitas Anda, nomor Tes atau kode voucher, lokasi Satpas yang

& Mekanisme SIM melakukan penolakan, identitas petugas yang melakukan penolakan serta alasan penolakannya. apakah penggunaannya tidak berlaku
ketika perpanjangan di SIM Corner?

Q Persyaratan

Sandra
X Maklumat Pelayanan Publik 25-05-2025 23:47
Selamat Pagi, mohon bantuannya. Saya sedang mengurus ganti plat nomor motor saya, namun data di samsat tidak sesuai dengan data
ang berlaku. Apa yang harus saya lakukan?
Q Standar Pelayanan yang 1. Apa yang hants say; Y
Anis Fitriana
QSprin Operator Yanduan 25.05.2025 06:33
Mohon diberikan penjelasan mengenai test psikologi untuk perpanjangan SIM yang berbiaya 100rb namun tidak pernah ada hasil testnya
& Profil Pelaksana kertas hanya ditumpuk entah endingnya akam diapakan, dan bisa diperjelas kalau hasil test psikologi online tdk bisa dipergunakan untuk
pengurusan offline di sim corner, padahal urus online juga bayar bahkan psikotest online jauh lebih kredibel karena kita bisa lihat langsung
hasil test dengan harga yang jauh lebih affordable hanya 57ribu. Sebagai warga negara harusnya ikhlas dan gk pingin ngedumel kalau -

Gambar 1. Fasilitas Aduan Dan Saran Dari Satpas Colombo Surabaya
Sumber: https://polantassurabaya.id/saran

Penanganan atas respons dar masyarakat terkait kebijakan layanan SIM
online dari pihak internal Satpas Colombo Surabaya sendiri telah memberikan
respons atau menyelidiki feedback yang diberikan dari masyarakat dengan cukup
baik, seperti yang diungkapkan oleh Bapak Haryo Indarto selaku Kasubnit 2 Satlantas
Satpas Colombo bahwa secara langsung respons terhadap aduan dari masyarakat
langsung diberikan. Contohnya ketika tahap unggah dokumen gagal, maka secara
otomatis sistem aplikasi memberitahukan untuk mengunggah dokumen yang sesuai:

"Sistem secara langsung memberikan respons kepada pemohon melalui aplikasi.
Contohnya, jika pemohon mengalami kegagalan saat mengunggah dokumen,
aplikasi akan segera menampilkan pemberitahuan yang menjelaskan alasan
kegagalan tersebut dan meminta pemohon untuk mengunggah ulang dokumen
yang sesuai dengan ketentuan.”

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh penulis, didapatkan
hasil bahwa Satpas Colombo Surabaya telah menerapkan indikator Thinking Again
dengan baik. Hal tersebut dibuktikan dengan fasilitas yang diberikan oleh Satpas
Colombo Surabaya kepada Masyarakat perihal layanan SIM online yang diberikan.
Melalui kuesioner, ulasan dalam aplikasi SINAR, dan form saran terhadap kebijakan
layanan SIM online dapat diakses dengan mudah. Melalui fasilitas tersebut Satpas
Colombo Surabaya dapat dengan mudah mengevaluasi dan memberikan Langkah
perbaikan atas saran yang diberikan oleh Masyarakat.

Selain proses evaluasi yang melibatkan pihak pengguna layanan, Satpas
Colombo Surabaya dalam melakukan evaluasi juga memiliki cara sendiri (internal)
yaitu dengan melakukan evaluasi secara mandiri setiap satu bulan sekali. Sehingga
secara keseimbangan antara proses evaluasi dengan pengguna layanan dengan
evaluasi secara mandiri berjalan berdampingan. Maka pada prinsipnya, kemampuan
Satpas Colombo Surabaya dalam memanfaatkan umpan balik atau respons dari
pengguna layanan telah berjalan dengan baik dan kemampuan Satpas Colombo
Surabaya dalam mengevaluasi kebijakan yang telah dikeluarkan dengan baik.
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3. Thinking Across

Indikator terakhir dalam mewujudkan prinsip Dynamic Governance yaitu
Thinking Across. Thinking Across berarti kemampuan Satpas Colombo Surabaya dalam
menjalin kolaborasi dengan pihak eksternal maupun internal dalam menjalankan
kebijakan pelayanan SIM online. Tujuan adanya kolaborasi antar lembaga maupun
antar unit, diharapkan dapat memberikan wawasan dan inovasi terkait proses
pemberian layanan kepada pengguna layanan khususnya pelayanan SIM online.
Satpas Colombo Surabaya telah melakukan kolaborasi dengan beberapa lembaga
ekesternal seperti Satpas-satpas yang lain guna memberikan perbandingan kebijakan,
Dispenduk guna mempermudah dalam penggalian data, Bank BRI sebagai
pembiayaan. Kemudian kolaborasi antar unit telah berjalan dengan baik.

Kondisi konkret kerja sama yang telah dilakukan oleh Satpas Colombo
diantaranya ialah kerjasama dengan Satpas-satpas yang lain untuk memberikan
perbandingan dan juga ide baru terhadap pelayanan SIM online, kerja sama dengan
Bank BRI untuk keperluan pembiayaan dalam pembuatan SIM online, dan kerja sama
dengan Dinas Kependudukan (Dispenduk), hal tersebut diungkapkan oleh Bapak
Haryo Indarto selaku Kasubnit 2 Satlantas Satpas Colombo:

“bentuk kolaborasi yang dilakukan mencakup kerja sama dengan Satpas-
Satpas lain dalam hal penyusunan, penerapan, dan evaluasi kebijakan
pelayanan SIM online. Kolaborasi ini bertujuan untuk menyamakan standar
pelayanan, berbagi pengalaman serta praktik terbaik, dan memastikan bahwa
pelayanan SIM online dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan responsif
terhadap kebutuhan masyarakat di berbagai wilayah. Selain itu juga kerja
sama dengan Bank BRI untuk pembiayaan. Kemudian kerja sama dengan
dispenduk mengenai e-KTP, dengan adanya kerja sama tersebut memberikan
kemudahan dalam hal pencarian data.”

Selain daripada kolaborasi dengan lembaga eksternal, Satpas Colombo
Surabaya dalam meningkatkan pelayanan SIM online juga saling berkolaborasi
dengan masing-masing unit atau mengevaluasi dalam bentuk lokal. Pembagian
tupoksi atau lembar kerja dalam masing-masing unit Satpas Colombo Surabaya
disesuaikan dengan kapasitas dan kemampuan sumber daya manusia. Hal tersebut
diungkapkan oleh Bapak Haryo Indarto selaku Kasubnit 2 Satlantas Satpas Colombo:

"Pembagian tugas dilakukan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi (tupoksi)
serta lembar kerja yang disesuaikan dengan kemampuan dan kapasitas
masing-masing petugas. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap
petugas menjalankan perannya secara optimal tanpa melebihi batas tanggung
jawab yang telah ditetapkan. Dengan pembagian kerja yang proporsional dan
terstruktur, tidak ada petugas maupun unit yang terbebani dengan pekerjaan
di luar tupoksinya, sehingga kinerja organisasi dapat lebih efisien, terarah, dan
akuntabel.”
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Selanjutnya, Kolaborasi antar unit yang dimaksud seperti dalam hal
penyetakan SIM, maka terdapat unit yang bertugas sebagai penyedia bahan material,
saat uji teori pasti akan membutuhkan perangkat untuk mendukung uji tersebut, saat
uji praktik juga pasti akan membutuhkan kelengkapan untuk mendukung jalannya uji
tersebut. Namun, perihal kolaborasi terhadap pengguna layanan sampai saat ini
belum dilakukan oleh Satpas Colombo Surabaya. Oleh karenanya, secara garis besar
kemampuan Satpas Colombo Surabaya dalam Kolaborasi antar Unit Satpas Colombo
telah berjalan dengan baik, begitu juga dengan kemampuan Satpas Colombo Surabaya
dalam Kolaborasi antar lembaga secara garis besar telah berjalan dengan baik.

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) di
SATPAS Colombo Surabaya telah menunjukkan kemajuan yang signifikan melalui
penerapan konsep Dynamic Governance, khususnya dengan pemanfaatan teknologi
informasi dalam sistem pendaftaran dan pengurusan SIM secara online yang
meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas. Inovasi ini diperkuat dengan
evaluasi rutin, kolaborasi lintas sektor, serta dukungan kepemimpinan yang proaktif
dan kesiapan pegawai dalam menghadapi perubahan. Namun, implementasinya
masih menghadapi sejumlah kendala seperti gangguan teknis, keterbatasan
infrastruktur TIK di beberapa wilayah, rendahnya literasi digital masyarakat, serta
minimnya pelibatan publik dalam proses perencanaan dan evaluasi layanan. Oleh
karena itu, meskipun capaian positif telah terlihat, dibutuhkan perbaikan yang lebih
menyeluruh dan partisipatif agar pelayanan SIM berbasis digital dapat berjalan
secara optimal dan merata.

Adapun saran dari penelitian ini, yaitu meningkatkan keterbukaan informasi,
inklusivitas layanan, dan kapasitas sumber daya manusia agar pelayanan lebih
optimal. Selain itu, perlu pemerataan dan peningkatan infrastruktur teknologi seperti
server, jaringan, dan perangkat lunak untuk mengurangi gangguan teknis. Program
pelatihan daring secara rutin, melibatkan pihak eksternal seperti programmer, juga
penting untuk memperkuat kolaborasi lintas lembaga (Thinking Across). Satpas
Colombo diharapkan membangun forum komunikasi dua arah melalui workshop
antara penyelenggara dan masyarakat guna menampung aspirasi, melakukan
evaluasi bersama, serta meningkatkan pemahaman publik terhadap sistem
pelayanan yang berjalan.
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